
 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 
NOMOR    25   TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

TAHUN 2025-2029 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

 

   

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6777); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6987); 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 

2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, 

Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Nomor 168); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urursan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 

Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalag dokumen perencanaan 

pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai 

dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan rah 

pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan 

daerah yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 
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7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun, sebagai penjabaran RPJMD. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari 

RPJMD. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana 

pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN 

 

 Pasal 2 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah setiap tahun. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

(1)  Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029  

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 

(2)  Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, 

program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan 

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, 

yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri 

Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029. 
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BAB IV 

SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN  

TATA CARA PENYUSUNAN 

 

Bagian Kesatu 

Sistematika 

 

Pasal 4 

(1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi : 

a. Bab I  PENDAHULUAN 

   Memuat : 

1. Latar Belakang; 

2. Dasar Hukum Penyusunan; 

3. Maksud dan Tujuan; 

4. Sistematika Penulisan. 

b. Bab II  GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN  

   DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

            1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat  

        Daerah paling sedikit memuat : 

a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat 

Daerah; 

b) Sumber Daya Perangkat Daerah; 

c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah 

(termasuk capaian SPM sesuai denga 

tupoksinya); dan 

d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya 

Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya 

adalah Perangkat Daerah). 

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis  

    Perangkat Daerah paling sedikit memuat : 

a) Permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah; dan 

b) Isu strategis. 

c. Bab III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH  

     KEBIJAKAN 

     Memuat : 

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 

Tahun 2025-2029; 

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi 

Tahun 2025-2029; 

3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029; dan 

4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 
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d. Bab IV   PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN 

     KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  

     URUSAN 

     Memuat : 

1. Uraian Program; 

2. Uraian Kegiatan; 

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, 

indikator, target, dan pagu indikatif; 

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka 

mendukung program prioritas pembangunan 

daerah; 

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Perangkat Daerah; dan 

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

e. Bab V    PENUTUP 

Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya 

substansial, kaidah pelaksanaan, dan 

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan berdasarkan urusan 

pemerintahan daerah. 

(2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Bagian Kedua 

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan 

Pasal 5 

 

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan 

dan tata cara penyusunan sebagai berikut : 

a. persiapan Penyusunan; 

b. penyusunan Rancangan; 

c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi 

publik; 

d. perumusan rancangan akhir; 

e. fasilitasi rancangan akhir; dan 

f. penetapan 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah.       

   

 

Ditetapkan di Palu 

pada tanggal 18 September 2025 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
 

ttd 

 
ANWAR HAFID 

Diundangkan di Palu 

pada tanggal  18 September 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

              SULAWESI TENGAH, 

 
ttd 

  
 

            NOVALINA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 963 

Salinan sesuai dengan aslinya     
KEPALA BIRO HUKUM,  

 

 

  
  

Dr.ADIMAN, SH.,M.Si 

Pembina Utama Muda, IV/c 
Nip. 19740610 200003 1 007 

 

 


